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PUTUSAN
Nomor 1168/Pdt.G/2020/PA.Sim

et N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai
gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir 02 Maret 1989, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Karyawan RS. Tiara, tempat kediaman di
Kabupaten Simalungun, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, tempat tanggal lahir 20 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan  Supir, tempat kediaman @ di Kota

Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Desember

2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, Nomor

1168/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 08 Desember 2020 telah mengajukan

gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-------- , tanggal 04 Februari 2011;
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2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama 4 tahun, kemudian
pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Pematangsiantar selama 3
tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di
Kota Pematangsiantar selama 1 tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 13 Nopember 2011;
b. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 13 Nopember 2011;
Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;
b. Tergugat kurang perduli dan kurang perhatian kepada Penggugat;
c. Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk
bersatu kembali dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Desember
2019, Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga
Penggugat meninggalkan rumah kontrakan atas seizin Tergugat kemudian
Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah bersatu kembali dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi

masalah anak;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan

Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak

berhasil;
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9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai
ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat inperson
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap
ataupun mengutus orang lain sebagai wakil’lkuasa hukumnya meskipun
menurut relas panggilan nomor 1168/Pdt.G/2020/PA.Sim yang dibacakan di
persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di
persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu
halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena
Tergugat tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim berusaha
mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan Penggugat di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak
memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti sebagai berikut:
A.Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----------- yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun,
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tanggal 04 Februari 2011, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi
meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan

dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi dari Penggugat ke I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di
bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tahun 2011;

- Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat dirumah
kontrakan di sibatu-batu kota Pematangsiantar;

- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran sejak 7 (tujuh) tahun lalu;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat
memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan
sehari-hari kepada Penggugat dan Tergugat sering bekata kasar
kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak
tahun 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan kediaman
bersama,;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu
lagi;

- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;
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- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

2. Saksi dari Penggugat ke Il, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Security, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di
bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah abang kandung Penggugat;

- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tahun 2011;

- Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat dirumah
kontrakan di sibatu-batu;

- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat suah mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat
sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak
awal tahun 2020;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu
lagi;

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sangup untuk mendamaikan Penggugat dan

Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi

dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya
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tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan dengan
mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai
jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ihwal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar
pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari purusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145
ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah
dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang
menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir
dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke
persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang
sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat
tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan
Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek,
pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan
atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ahkam al Qur’an,
Juz Il halaman 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil
alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

Al @Y Al ged g ald paliiall a8 e oSl ) o0 (0
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Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian
tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang

yang dzhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam
Kitab Al-Anwar Juz | halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi

pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Ally 4L Sl de o D)5l Dad 305 Ol
Artinya: “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus

perkara dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat
telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 4
ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi
dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir
menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan
perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena fungsi akta nikah sebagai
probationis causa (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) yang
menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka
Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam
perkara ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah “sebagai suami istri yang masih terikat pernikahan, Penggugat
mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara”;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat
sebanyak 1 (satu) lembar dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai
sebagai berikut:

Bahwa bukti (P) sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara,
merupakan Akta Autentik (vide Pasal 285 RBg), yang telah membuktikan
tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana
maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,
sekaligus merupakan pihak yang berkepentingan (persona standi in judicio)
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat ke
persidangan adalah ibu kandung Penggugat yang bernama Saksi dari
Penggugat ke | dan abang kandung Penggugat yang bernama Saksi dari
Penggugat ke Il, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada
halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (vide Pasal 172 R.Bg dan Pasal
76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (vide Pasal
174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (vide Pasal
175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang
terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan
keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (vide
Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi a quo telah
terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat telah memberikan

keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang hubungan
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Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun
2011 dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan
tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah
terjadi sejak 7 (tujuh) tahun lalu disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada
Penggugat, Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk
kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan Tergugat sering bekata kasar
kepada Penggugat, saksi menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat
dan Tergugat bertengkar, saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan
Tergugat pernah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berdamai, bahkan
Saksi a quo menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal
serumah lagi sejak tahun 2019, sebagaimana telah diuraikan pada bagian
tentang duduk perkara, kesaksian a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 308
ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat telah memberikan
keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang hubungan
Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun
2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak tahun 2018
disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugatdan sering berkata
kasar, saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan
Tergugat bertengkar, saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat
pernah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berdamai, bahkan Saksi a
guo menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah
lagi sejak awal tahun 2020, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang
duduk perkara, kesaksian a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1)
R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan
Penggugat di persidangan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri tidak
saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai
Penggugat, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi a quo patut dinilai
telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg.,

sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas
minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat
formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang
mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
309 RBg., kesaksian para saksi merupakan bukti yang mendukung dalil-dalil
gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) dan keterangan dua
orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 04 Februari 2011;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi terjadi
perselisihan dan pertengkaran sejak 7 (tujuh) tahun lalu;

4. Bahwa penyebab perselihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang
perhatian kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang belanja yang
tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan
Tergugat sering bekata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya

sejak awal tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus sejak 7 (tujuh) tahun lalu dan telah
berpisah rumah sejak awal tahun 2020 sampai sekarang;

2. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina

rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan
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perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rim Ayat 21 yang
berbunyi:

LY Sl b a5 55 K Jaa s L) 15K B 5 &0l e K1 BIA o il (105
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi
Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat
agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena
Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga
usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah
ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai
tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga
Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak
bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat
lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan
dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak
positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat
perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan kaidah fighiyah
dalam kitab al-Asybah wa-Nadhair yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman
as-Suyuti yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya
sebagai berikut:

el la e avdeaulidle
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Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik

maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang tidak
mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai
“‘pertengkaran yang terus menerus® dan “tidak ada harapan ke depan akan
dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga“ sehingga dapat dikonstituir
secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan
perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di
samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga
dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan
Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan
serta tidak melawan hukum, hal tersebut sejalan sebagaimana pendapat As-
Sayid Sabiq dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 412 yang selanjutnya

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:
Gy Laa Y 1S GJ)']\ -l yie) ol da g 3l Al aldll 53 W gen i 1)
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Artinya: “Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang
diajukan istri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan
suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang
menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka,

maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, karenanya Majelis Hakim
berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan
dengan mendasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
yang menentukan bahwa talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu
bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp949.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021
Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami
Muhammad Irsyad, S.Sy., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ali
Imron Nst, S.H.l, dan Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim
Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.,
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I Muhammad Irsyad, S.Sy

Hakim Anggota,

Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp830.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp 9.000,00
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Jumlah Rp949.000,00

(sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
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